BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan berdasarkan hasil pembahasan dan analisis
di atas bahwa peristiwa yang terjadi pada tahun 2020 di kapal Long Xing
629 terdapat kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada awak kapal
dengan warga negara Indonesia. Awak kapal Indonesia diperlakukan
dengan rendah dengan terbukti adanya jam kerja yang tidak manusiawi
yaitu bekerja selama 18 jam dalam sehari, perlakuan diskriminasi dengan
pembedaan perlakuan antara awak kapal China dan awak kapal Indonesia
yaitu awak kapal Indonesia tidak mendapatkan jatah makanan dan
minuman yang layak untuk dikonsumsi, awak kapal Indonesia juga tidak
digaji sesuai dengan jam kerjanya dan bahkan gaji tidak dibayarkan
selama bekerja di atas kapal Long Xing 629.

Dari hal-hal yang telah Penulis sebutkan di atas terdapat dua bentuk
dugaan pelanggaran kewajiban negara oleh Indonesia. Yang pertama
adalah pelanggaran kewajiban hukum konvensi yang telah diratifikasi
negara Indonesia /ILO Maritime Labour Convention 2006 tentang tenaga
kerja maritim Indonesia. Pelanggaran kedua adalah adanya dugaan
pelanggaran HAM yang dilakukan di atas kapal Long Xing ini juga
melanggar konvensi yang belum diratifikasi Indonesia yaitu konvensi

ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Work in Fishing yang berlaku
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sebagai payung hukum internasional untuk para awak kapal yang bekerja
di kapal penangkap ikan komersial.

Kurangnya perlindungan hukum, pengawasan, dan kepastian
hukum akan para pekerja yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal
berbendera asing dapat menimbulkan kasus-kasus eksploitasi tenaga kerja
seperti yang telah penulis paparkan di atas sering terulang kembali.
Indonesia sudah mengupayakan adanya penegakan hukum atas
eksploitasi awak kapal Long Xing 629 berdasarkan putusan dari
Pengadilan Negeri Brebes.

Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa pengadilan berhasil
menemukan pelaku dan memidanakannya atas tindakan perdagangan
orang, dan para awak kapal mendapat restitusi sebesar Rp
Rp176.500.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
Atas adanya putusan tersebut dapat dikatakan Indonesia sebagai negara
mengupayakan perlindungan kepada warga negaranya yang bekerja
sebagai awak kapal di kapal perikanan berbendera China ini.

Maka dari itu dalam kasus ini penulis tidak bisa serta merta
mengatakan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara melakukan
pelanggaran kewajiban negara. Hal ini telah dibuktikan oleh negara
sendiri bahwa negara Indonesia menghukum orang-orang terkait yang
menyebabkan awal mula terjadinya kasus perbudakan di kapal Long Xing
629 ini. Penulis sudah berupaya mencari dokumen asli putusan

pengadilan tersebut, tetapi karena keterbatasan sumber informasi penulis

60



61

tidak dapat menemukan dokumen asli dari putusan tersebut. Maka dari itu

penulis menyarankan penelitian dengan topik serupa dapat mencari

putusan pengadilan tersebut sebagai bahan penelitian selanjutnya.

. Saran

Kurang terintegrasinya lembaga negara terkait yang berwenang

dan tidak adanya regulasi khusus yang mengatur untuk perlindungan para

awak kapal Indonesia terutama yang bekerja di kapal asing, dapat

menyebabkan kasus eksploitasi tenaga kerja di kapal ini terjadi bahkan

dapat berulang kembali. Saran penulis untuk mengurangi adanya kasus

eksploitasi tenaga kerja adalah:

1.

Dengan mempertegas kejelasan lembaga negara yang berwenang
untuk mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang jelas atas
banyaknya peristiwa pelanggaran HAM kepada awak kapal di atas
kapal berbendera asing. Dari kasus eksploitasi tenaga kerja yang
dialami oleh awak kapal di atas kapal Long Xing 629 ini
seharusnya dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah Indonesia
untuk dapat bertindak lebih jauh tidak hanya untuk melindungi tapi
mencegah hal-hal serupa dapat terjadi lagi.

Penulis juga menyarankan pemerintah Indonesia untuk segera
meratifikasi naskah konvensi ILO No. 188 tentang Work in Fishing
dikarenakan keadaan saat ini sudah mendesak demi menghindari
kejadian serupa pada awak kapal lain yang bekerja sebagai tenaga

kerja asing di kapal berbendera negara lain. Konvensi ini dapat
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menjadi standar bagi para awak kapal Indonesia untuk
mendapatkan kepastian mengenai penempatan hingga pemulangan
ke negara asal serta melindungi awak kapal dan sebagai bentuk
kepedulian negara untuk mencegah kasus pelanggaran Hak Asasi
Manusia warga negaranya yang bekerja sebagai awak kapal di
kapal berbendera asing. ILO hingga saat ini memuat 185 konvensi
Dimana seharusnya konvensi-konvensi ini menjadi satu kesatuan
yang harus diratifikasi secara menyeluruh oleh negara anggota ILO
dan bukan hanya meratifikasi konvensi tertentu saja.

. Penulis juga menyarankan Indonesia menjalin kerjasama secara
bilateral berupa pemahaman bersama, tukar menukar data, dan
upaya penegakan terutama dengan negara yang bekerja sama
dalam hal ketenaga kerjaan, dalam hal ini sebagai contoh adalah
negara China itu sendiri yang menjadi tempat untuk bekerjanya
para pekerja migran seperti awak kapal di kapal Long Xing 629.
Saran untuk ILO untuk lebih aktif mengamati konflik antar negara
anggota dan melakukan pengawasan lebih ketat atas kejadian
eksploitasi yang telah terjadi agar tidak terulang kembali oleh
negara yang sama maupun oleh negara lain.

Saran kepada negara-negara di wilayah ASEAN untuk bisa
mengadakan kerja sama multilateral atau bilateral antar negara

untuk saling mempererat hubungan dan dapat membantu
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memberikan perlindungan kepada awak kapal warga negara lain
saat berada di negaranya.

Saran kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk
meningkatkan pendidikan dan kampanye untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang perlindungan awak kapal dan
mencegah eksploitasi juga mengembangkan peraturan yang lebih
ketat untuk melindungi hak awak kapal di kapal asing.

Saran untuk Non- Govermmental Organization yang aktif
mengamati pelanggaran HAM untuk melakukan advokasi dan
kampanye tentang eksploitasi awak kapal dan mengembangkan
pelatihan dan pendidikan awak kapal.

Saran kepada akademisi atau peneliti selanjutnya untuk mengkritisi
dan melakukan kajian lebih lanjut terhadap topik eksploitasi awak

kapal di kapal berbendera asing.
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Peraturan dan Kaidah pada Maritime Labour Convention 2006.

Peraturan dan Pedoman 2.4 Tentang Hak Cuti pada Peraturan dan Kaidah pada
Maritime Labour Convention 2006.

Peraturan dan Pedoman 2.5 Tentang Pemulangan pada Peraturan dan Kaidah
pada Maritime Labour Convention 2006.

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan [International
Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and
Members of Their Families 1990

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Anak Buah Kapal atau Awak Kapal.

United Nations Human Rights Treaty Bodies, Ratification Status for CMW —
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families,
https://tbinternet.ohchr.org/ layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?
Treaty=CMW&Lang=en.
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